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ABSTRACT

The government, through the Ministry of ATR/BPN, is implementing Agrarian
Reform to realize justice and community welfare through managing access. The
concept of access management is realized in community empowerment activities.
Joho Village, Wates District, Kediri Regency, was chosen as the location for
empowering catfish cultivation because it has potential, namely as a center for
cultivation, especially catfish. This program has an action plan that involves
collaboration. The implementation certainly cannot be carried out by one party
alone, there must be collaboration between several stakeholders, which in this
program is the Kediri Regency Land Office with the Fisheries Service and the
Cooperative and Micro Enterprise Service. This research focuses on action plans
for developing fisheries cultivation by involving relevant stakeholders. The
research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The
research results show that it is necessary to increase indicators of collaboration,
planning, and support to minimize obstacles during activities. Even though there
are obstacles, this program has had a positive impact on the welfare of society which
has been determined from various aspects so that it can be categorized as a decent
and prosperous society.

Keywoard: Agrarian Reform, Agrarian Reform Access, Collaborative Governance

Xi



DAFTAR ISl

Hal.

HALAMAN PENGESAHAN ..ottt [
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..ottt i
1Y/ (O I I TP PR PP PR i
HALAMAN PERSEMBAHAN ... .ottt v
KATA PENGANTAR ..ottt sttt e nennas Y
DAFTAR IST oottt b ettt et eabe bt ene e vii
DAFTAR GAMBAR ...ttt e e e e e e e e sneeeennaeeans IX
[l I o G 1 = 1 PR X
A B ST R A CT e e e e e e e e nnre e nes XI
INTISARI .ottt sttt be bt ene b e e ne e Xii
BAB | PENDAHULUAN .....ootiiieeee ettt sneneans 1
A Latar BelaKang ........ccooioiiii e 1

B. RUMUSAN MaSalaN ..........coiiiiee e 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............cccooeiieiiiic s 5

D. Keaslian PENelitian..........coocoiiiiiiiieieiee e 6
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ..ottt nnae e nnae e nnaeeanee e 9
A, KErangka TOMTIS . .....viueeuieieeesie ettt 9

1. Kebijakan Reforma Agraria.........ccccoceiveiiiieieeie e 9

2. Penataan Akses Reforma Agraria..........cccocveveivieieeiieciie s 10

3. Kolaborasi antar Sektor dalam Penataan Akses Reforma Agraria................. 11

4. Budidaya Perikanan ............ccoeiiiiiiiiiiiiese e 14

5. Kendala dan SOIUS ........ccueiiiiiiieiiie e 15

6. Dampak Penataan Akses Reforma Agraria terhadap Kesejahteraan..................
MASYAIAKAL. ......ceveveieee sttt bbb 15

B.  Kerangka PemiKiran. ..o 17
BAB [l METODE PENELITIAN ..ottt 19
A, FOrmat PeNEIITIAN .......ooviiii e s 19

B.  LoKaSi PENEIITIAN.........coiiiiiieceee e 20

C. Operasionalisasi PENEHTIAN .........cccooiiiiiiiiii e 20
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN......ccoooi e 28




A. Kondisi Geografis Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri .................. 28

B.  SeJarah DeSa JONO .........cooiiiiiiiiiieeee e 29

C. Kondisi Demografis Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ............... 30

D. Potensi Desa dalam Budidaya Perikanan untuk Sumber Penghidupan...................
MASYAFAKAL .....c.veeeieieieiie ettt et re e nne s 33

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA
MELALUI BUDIDAYA PERIKANAN ...t 36

A. Riwayat Program Akses Reforma Agraria Melalui Budidaya Perikanan........... 36

B. Peran dan Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelaksanaan Akses Reforma...............

N | =LA DTS TP PUTPRPRPRRPPPTR 40

C. Dampak Program Akses Reforma Agraria melalui Budidaya Perikanan ...............
terhadap Kesejahteraan Masyarakat...............ccccvveieiieieeniesiese e 61

BAB VI PENUTUP ..ottt sttt sttt sa e ens 68
AL KESIMPUIAN L. 68

B SAIAN .. bbb 69
DAFTAR PUSTAKA . ..ottt sttt sttt st eene e 71
LAIMPIRAN L.ttt ettt e et st e e e b et et e st e be st e s e ne e b e eneare s 75

viii




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan kebijakan dalam
pelaksanaan Reforma Agraria (landreform). Kebijakan Reforma Agraria
merupakan salah satu upaya dalam menata kembali hubungan masyarakat
dengan tanah terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
seluruh permukaan bumi. Sudah selayaknya Reforma Agraria dijadikan
sebagai alat untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat
melalui perubahan struktur penguasaan tanah.

Tanah merupakan aset yang sangat penting karena memiliki nilai
ekonomis yang tinggi. Tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya
alam manusia, selain itu tanah juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia
untuk dijadikan sebagai tempat tinggal serta mencari pendapatan dari hasil
yang ditanam dari tanah (Rahmat, 2021). Seiring dengan bertambahnya
penduduk dan perkembangan pembangunan, ketersediaan lahan terlihat
semakin berkurang dan sangat terbatas.

Negara Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya melalui konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) 1945 yang
menegaskan bahwa kekayaan alam di Indonesia harus dikelola oleh negara
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengembangan konsep welfare
state bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pemenuhan
hak-hak warga dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan
dan pengelolaaan sumber daya alam secara optimal.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria
merupakan salah satu program yang telah dijadikan acuan sebagai model
dasar terhadap pembangunan Indonesia. Menurut Utomo (2021) Reforma
Agraria dijadikan sebagai landasan untuk pembangunan di perkotaan dan
perdesaan dengan menggunakan lahan sebagai sumber penghidupan sehingga
dapat meningkatkan perekonomian. Dalam satu tahun terakhir masa

kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus mengoptimalkan program
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Reforma Agraria seluas 9 juta hektar sejak 2014, sebagaimana hal tersebut
telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJIMN) 2019-2024. Untuk mendorong tercapainya target tersebut,
pemerintah melakukan perbaikan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria yang mana didalamnya mengamanatkan untuk melaksanakan Asset
Reform dan Acces Reform.

Winoto (2009) mendefinisikan Penataan Akses (Acces Reform) sebagai
upaya pembangunan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk
memastikan aset tanah yang dapat diberikan dapat berkembang secara
produktif dan berkelanjutan. Definisi yang lebih sederhana tercantum dalam
Perpres No0.62 Tahun 2023, dimana Penataan Akses diartikan sebagali
pemberian kesempatan akses permodalan dan bantuan lain kepada subjek
Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan
tanah. Konsep Penataan Akses diwujudkan dalam kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat berbasis tanah dan dilaksanakan berbasis kluster untuk
meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan mendorong inovasi
kewirausahaan bagi subjek Reforma Agraria.

Upaya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam
melaksanakan pembaruan agraria atau Reforma Agraria merupakan sebuah
rancangan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi
masyarakat. Dalam Reforma Agraria penataan aset dilakukan melalui
program redistribusi tanah dan legalisasi aset yang mana merupakan bagian
awal dalam menindaklanjuti kegiatan penataan akses. Melalui program
tersebut tentunya akan dilanjutkan sampai dalam tahap penataan akses agar
masyarakat pemilik tanah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi
guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan
ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Konsep ini menandakan
paradigma baru dalam pembangunan, yaitu berpusat pada people-centered
(rakyat), participatory (partisipatif), dan empowering and sustainable
(berkelanjutan) (Rohman and Astuti, 2019). Pranarkan (Theresia, 2014)
menekankan makna khusus pemberdayaan, yaitu kemampuan individu,

khusunya kelompok rentan dan lemah, untuk (1) Memiliki akses terhadap
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sumber — sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan
pendapatannya dan memperoleh barang — barang dan jasa — jasa yang mereka
perlukan; dan (2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan —
keputusan yang mempengaruhi mereka. Pada hakikatnya, pemberdayaan
merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia
(Rohman and Astuti, 2019).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Disini masyarakat sendirilah
yang menjadi pemeran utama dalam berlangsungnya kegiatan ini. Dalam
pelaksanaan Reforma Agraria peran masyarakat juga sangatlah penting,
mengingat program ini merupakan bagian kebijakan strategis untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari skala ekonomi serta juga
dapat mendorong inovasi kewirausahaan. Pelaksanaan program Reforma
Agraria dalam penataan akses ini ditujukan khususnya dalam kluster
perdesaan penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Oleh karena itu,
pemberdayaan sosial tentu tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari
masyarakatnya sendiri

Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri merupakan salah satu
desa yang telah dijadikan sebagai lokasi pemberdayaan. Secara geografis,
wilayah Kabupaten Kediri merupakan daerah pegunungan, yang tentunya tak
berbatasan dengan laut. Wilayah ini hanya berbatasan dengan sungai besar
dari arah selatan yang kemudian membelah menjadi dua wilayah besar,
Kediri barat dan timur Sungai Brantas. Sebagian wilayah timur sungai brantas
terdapat lahan basah sehingga cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian
atau perikanan. Salah satunya adalah Desa Joho di Kecamatan Wates yang
termasuk dalam wilayah sebagai sentra pusat budidaya ikan air tawar
khususnya ikan lele. Mayoritas usaha di Desa Joho adalah perikanan.

Kemudian, pada tahun 2022 terdapat kegiatan sertipikasi tanah lintas
sektor (bidang perikanan budidaya) atas usulan dari Dinas Perikanan dan di
tahun 2023 juga telah diadakan kegiatan PTSL di Desa Joho. Dimana skema
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Acces Reform
dilaksanakan secara bersamaan dengan Asset Reform. Pelaksanaan program

Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria 2023 awalnya akan
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dilaksanakan di empat Desa yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu meliputi
Desa Joho, Desa Bulusari, Desa Tiru Lor dan Tiru Kidul. Namun, setelah
dilakukan asesmen data bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu
Dinas Perikanan, telah disepakati bahwa prioritas target pendampingan tahun
kedua yaitu di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Adapun model yang digunakan dalam pemberdayaan tanah masyarakat
di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri berbasis kolaborasi lintas
sektor. Model kolaborasi lintas sektor merupakan model pemberdayaan
kemitraan yang dalam pelaksanaanya sangat memerlukan bantuan dari lintas
sektoral. Tentunya dengan adanya pengintegrasian kebijakan ini, maka
diperoleh produktivitas yang memadai baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan
kontinuitas serta juga dapat meningkatkan efisiensi usaha. Aktor yang terlibat
dalam kolaborasi lintas sektor yakni peternak ikan budidaya. Kegiatan ini
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Bersama dengan Dinas
Perikanan terkait dengan mengunjungi Desa Lokasi kegiatan Penataan Akses
tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan
mengenai pendampingan kewirausahaan khususnya di bidang perikanan.

Adanya kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat yang bertujuan untuk
mengurangi kemiskinan melalui perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan,
serta juga pembentukan kekuatan-kekuatan produktif baru. Kemudian,
diharapkan dapat memberikan perubahan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, mulai dari skala ekonomi, modal usaha, serta juga efisiensi usaha.
Mengingat bahwa sekarang ini tanah merupakan aset penting serta memiliki
nilai manfaat yang tinggi maka dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan
pendapatan bagi masyarakat melalui produksi dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang
“Kolaborasi Lintas Sektor pada Kegiatan Penataan Akses untuk
Budidaya Perikanan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses
melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten
Kediri?



2. Apa kendala yang dihadapi dalam kolaborasi lintas sektor pada kegiatan
penataan akses melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan
Wates, Kabupaten Kediri?

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam
kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses melalui budidaya
perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?

4. Bagaimana dampak kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses
melalui budidaya perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa
Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui bentuk program penataan akses reforma agraria melalui
budidaya perikanan yang dilakukan di Desa Joho, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kediri.

b. Mengetahui peran atau kolaborasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
dengan instansi terkait dalam program penataan akses reforma agraria
melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten
Kediri.

c. Mengetahui kendala dan solusi dalam kegiatan penataan akses melalui
budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

d. Mengetahui dampak program penataan akses reforma agraria melalui
budidaya perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Joho,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi peneliti
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan,
pengetahuan dan pengalaman peneliti, terutama dalam sistem
penanganan akses reforma agraria. Selain itu, juga dengan adanya
permasalahan yang ditemukan dapat mengembangkan kajian terkait

sistem reforma agraria.



b. Bagi STPN
Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk mewujudkan sistem
penanganan akses reforma agraria di Desa Joho, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kediri.

c. Bagi Kementerian ATR/BPN
Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
sebagai referensi dalam merumuskan suatu kebijakan mengenai sistem
penataan akses reforma agraria sehingga upaya pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih maksimal dengan
mengkaji kerentanan masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai Reforma Agraria terkait penataan akses
sudah beragam dan memiliki sudut pandang, metode dan fokus pembahasan
yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa penelitian tersebut juga dapat
dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan terkait penataan akses
Reforma Agraria. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji
pelaksanaan Reforma Agraria terkait penataan akses di Desa Joho yang
dikaitkan dengan regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan
Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023. Kajian para
peneliti terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk meletakkan posisi

penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya.



Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No Peneliti Judul Penelitian Tuwgn Kesimpulan Penelitian
Penelitian

1. | Agung Dini “Pemberdayaan Tujuan Peran Kantor Pertanahan
Riyadi. Masyarakat sebagai | penelitian ini Kabupaten Semarang yaitu
(2018) Upaya Peningkatan | adalah untuk dengan pensertipikatan massal

Kesejahteraan mengetahui membantu akses modal usaha
Pasca Kegiatan bentuk peran dari perbankan, penyuluhan
Ajudikasi di Desa | serta Kantor dan pendampingan usaha
Sumogawe Pertanahan ternak susu sapi perah dan
Kecamatan Kabupaten pemasaran produk olahan sapi
Getasan Kabupaten | Semarang. perah.

Semarang”

2. | Nopriono dan | “Pemberdayaan Tujuan dari Bentuk collaborative
Suswanta. Masyarakat Dalam | penelitian ini governance yang dilakukan
(2019) Perspektif adalah untuk sudah berjalan secara baik, hal

Collaborative meneliti bentuk | ini diukur dari beberapa
Governance (Studi | Collaborative indikator seperti starting
Kasus Kelompok Governance condition, facilitative
Budidaya Ikan yang terjadi leadership, design

Mina Bayu Lestari | dalam Kegiatan | institusional dan collaborative
dan Dinas Kelautan | pembudidayaan | process yang

dan Perikanan ikan gurame. sudah berjalan dengan
Kabupaten Kulon semestinya.

Progo)”

3. | Afifah “Pemberdayaan Tujuan Kegiatan Pemberdayaan
Harashta dan | Masyarakat sebagai | penelitian ini Lahan Masyarakat di Desa
Mazlan. Upaya Peningkatan | adalah untuk Kota Raya, Kecamatan Kunto
(2022) Kesejahteraan mengkaji dan Darussalam Kabupaten Rokan

Pasca Legalisasi mengidentifikasi | Hulu Provinsi Riau tahun
Aset Pertanahan di | kegiatan 2021 yang dilaksanakan oleh
Desa Kota Raya pemberdayaan Dinas Pertanahan Kabupaten
Kecamatan Kunto | masyarakat Rokan Hulu telah dilakukan
Darussalam melalui berdasarkan petunjuk teknis
Kabupaten Rokan | Kegiatan yang ada.
Hulu”. Pemberdayaan

Lahan

4. | Sudibyanung. | Peluang Penataan Penelitian ini Kalurahan Jatimulyo

(2023) Akses Berdasarkan | dilakukan untuk | mempunyai keunggulan pada
Potensi Wilayah memberikan sektor peternakan dan wisata
(Studi Kasus di gambaran alam.
Kalurahan potensi dalam
Jatimulyo meningkatkan
Kapanewon kemakmuran
Girimulyo ataupun
Kabupaten Kulon | kesejahteraan
Progo) masyarakat.




| Made “Dampak Program | Penelitian ini Hasil dari penelitian tersebut
Guntur Akses Reforma dilakukan untuk | dirasa sudah tepat bagi kluster
Septiyanto, Agraria melalui mengetahui penerima manfaat yang
(2023) Pengembangan bagaimana berprofesi sebagai petani,
Budidaya Lebah pelaksanaan peternak, wiraswasta dan
Madu bagi kegiatan buruh. Namun, kolaborasi
Kesejahteraan penanganan antar kelembagaan yang
Masyarakat Desa akses reforma dijalankan masih kurang baik,
Sumberklampok™ | agraria. karena tingginya ego sektoral.
Graviska “Kolaborasi Lintas | Penelitian ini Penelitian ini berfokus pada
Sepdinda, Sektor pada dilakukan untuk | rencana aksi yang dibuat
(2024) Kegiatan Penataan | mengkaji bentuk | untuk pengembangan melalui

Akses untuk
Budidaya
Perikanan dan
Dampaknya
terhadap
Kesejahteraan
Masyarakat (Studi
di Desa Joho
Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri”

kolaborasi lintas
sektor dalam
pelaksanaan
penataan akses
reforma agraria
tersebut melalui
budidaya
perikanan.

budidaya perikanan dalam
bentuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat
yang telah melibatkan
stakeholder terkait sesuai
dengan bidangnya.

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu, tentunya pembandingan dilakukan

terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat diketahui

beberapa perbedaan ini memiliki perbedaan terkait objek dan lokasi. Disini

penelitian yang akan saya bahas adalah mengenai pemberian akses melalui

kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor di

Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri




BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, bersama Dinas Perikanan dan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bahu membahu meuwjudkan program
penanganan akses di Desa Joho. Bentuk kolaborasi lintas sektor tersebut
diwujudkan dalam bentuk kerja sama para pihak, yakni a) Kantor
Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai penghubung dalam pelaksanaan
penataan akses reforma agraria; b) Dinas Perikanan memberikan
pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha budidaya ikan lele; dan
c) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pendampingan berupa
penyuluhan terkait kewirausahaan terhadap masyarakat.

2. Program penanganan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan
di Desa Joho menghadapi berbagai kendala, yaitu a) keterbatasan pada
sumber daya manusia; b) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
pada warga yang belum menguasai tentang perawatan budidaya
perikanan; c) terdapat keterbatasan akses ke modal; d) kendala dalam
pemasaran yang menyulitkan para pembudidaya ikan lele; dan e) kondisi
lingkungan dan perubahan iklim yang tidak stabil.

3. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu a) perlu dilakukan
peningkatan kualitas sumber daya (field staff); b) dilakukan pelatihan
secara berkala yang mencakup teknik budidaya, manajemen kolam dan
penanganan penyakit ikan; c¢) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
memberikan bantuan benih ikan lele untuk mendukung kegiatan tersebut;
d) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membantu dalam pembuatan NIB
dan P-IRT agar mereka pelaku usaha memiliki izin berusaha dan izin
beroperasi serta memanfaatkan teknologi untuk pemasaran online; dan e)
Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan penyuluhan kepada
masyarakat pelaku usaha budidaya ikan untuk menjaga kualitas budidaya
ikan.

4. Dampak pelaksanaan penanganan akses reforma agraria terhadap
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kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu a)
Aspek ekonomi, dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan
meskipun masih kurang maksimal.; b) Aspek sosial, adanya
pembentukan kelompok Pokdakan dan Poklahsar yang menjadikan
wadah bagi masyarakat untuk saling mendukung dan berbagi
pengetahuan; c) Aspek Budaya. terlihat dari adanya kearifan lokal dari
program ini yang tentunya akan menghormati dan memanfaatkan
pengetahuan lokal tentang perikanan yang telah lama ada, Sehingga dari
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri hanya perlu melakukan
pendampingan agar kualitas budidaya perikanan tersebut tetap terjaga
serta budaya setempat tetap hidup dan relevan; dan d) Aspek Psikologis,
terlihat dari stabilitas penghidupan yang dapat mengurangi stress dan
kecemasan serta meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme.
B. Saran

Saran terhadap bentuk kolaborasi lintas sektor pada kegiatan
penanganan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan di Desa
Joho, perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik lagi antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Kediri dengan instansi terkait, sehingga dapat
memberikan bentuk pendampingan yang hasilnya dapat memberikan
manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan. Kolaborasi yang baik tidak
hanya meningkatkan efektivitas program saja. Dengan meningkatkan
indikator-indikator kolaborasi dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam
mengelola sumber daya alam mereka sendiri, tentu akan meningkatkan
kesejahteraan. Sehingga kegiatan penanganan akses reforma agraria melalui
budidaya perikanan diharapkan dapat lebih efektif.

Program penanganan akses reforma agraria melalui budidaya
perikanan juga memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang
serta dukungan yang berkelanjutan. Termasuk melakukan rekrutmen
tambahan dan peningkatan kapasitas pada sumber daya manusia, pemberian
akses modal yang mudah, sistem tabungan kelompok, pemasaran yang

efektif melalui platform online, dan diversifikasi usaha dengan
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mengkombinasikan budidaya ikan dengan pertanian lain yang lebih tahan
terhadap perubahan iklim ini dapat dijadikan sebagai opsi untuk

mengoptimalkan kegiatan penanganan akses reforma agraria.
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